

















































































































































































































































































































































































































Ketiga : "JKETENTUAN PENYALURAN”

1. Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang setempat
melakukan pembayaran langsung kepada Wali
Nagari/Kepala Resort yang bersangkutan berdasar-
kan kepada rencana penggunaan bantuan yang
telah ditetapkan oleh Bupati/Wali Kotamadya
Kepala Daerah dengan mengajukan daftar permin-
taan uang, yang terlebih dahulu mendapat perse-
tujuan dari Camat dan Kepala Sub. Direktorat
Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya
setempat.

2. Bagi proyek-proyek gabungan, Bank Rakyat
Indonesia Cabang melakukan pembayaran langsung
kepada Camat.

3. Bagi Resort/Jorong Administratif yang berada
dalam Daerah Tingkat II Kotamadya Padang,
Bukittinggi, Padang Panjang, Solok dan Paya-
kumbuh masing-masing Kantor Bank Rakyat
Indonesia setempat melakukan pembayaran kepada
Kepala-kepala Resort/Jorong, berdasarkan rencana
penggunaan bantuan yang sudah ditetapkan oleh
Wali Kotamadya Kepala Daerah dengan mengaju-
kan daftar permintaan uang, terlebih dahulu harus
mendapat persetujuan dari Kepala Sub. Direktorat
Pembangunan Desa Kotamadya.

4. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan, Sawahlunto-
Sijunjung, Pasaman dan Kotamadya Sawahlunto,
Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah yang
bersangkutan melakukan pengambilan uang kepada
Bank Rakyat Indonesia terdekat, kemudian 3 (tiga)
hari sesudah pengambilan, Bupati/Wali Kotamadya
menyerahkannya kepada Wali Nagari/Kepala
Resort di hadapan Camat dan Pemuka-pemuka
masyarakat, Nagari yang bersangkutan dengan di-
lengkapi bukti tanda terima bantuan dari Wali
Nagari.
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5. Setelah uang bantuan diterima oleh Wali Nagari
dan Bank Rakyat Indonesia Cabang, pada hari itu
juga Camat melaporkan kepada Gubernur Kepala
Daerah cq. Kepala Sub. Direktorat Pembangunan
Desa Tingkat I kecuali Kotamadya yang tidak ada
Camatnya, Kepala Sub. Direktoratnya langsung
melaporkan kepada Tingkat 1.

6. Masing-masing Bupati/Wali Kotamadya kepala
Daerah agar mengeluarkan Surat Keputusan
besarnya Alokasi bantuan baagi tiap-tiap Kecamat-
an dalam wilayahnya.

Keempat : "KETENTUAN PERTANGGUNG JAWAB”.

1. Setiap Nagari/Resort penerima bantuan paling lam-
bat tanggal 10 tiap-tiap bulan diwajibkan menyam-
paikan laporan phisik/keuangan dan laporan per-
tanggungan jawab (SPJ) ke Kantor Sub. Direktorat
Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya rang-
kap 3 (tiga) melalui Camat.

2. Kepala Sub. Direktorat Pembangunan Desa Kabu-
paten/Kotamadya menguji laporan phisik/keuang-
an dan SPJ untuk Bupati Wali Kotamadya KDH
dan menghimpun dalam suatu daftar besarta daftar
Rekapitulasinya untuk disampaikan kepada Guber-
nur KDH melalui Kepala Direktorat Pembangunan
Desa Tingkat I Sumatera Barat dalam rangkap 2
(dua).

3. Masing-masing Wali Nagari/Kepala-kepala Resort
yang menerima bantuan dan Camat diwajibkan
membuat berita acara penyelesaian proyek, laporan
tutup tahun tahun (tutup tahun anggaran yang
verbal (laporan yang bersifat triwulan) dan laporan
tutup tahun (tutup anggaran yang bersangkutan)
yang disampaikan kepada Bupati/Wali Kota-
madya melalui Kepala Sub. Direktorat Pem-
bangunan Masyarakat Desa dan selanjutnya

Kepala Sub. Direktorat Pembangunan Desa harus

127



Kelima

pula menyampaikannya pada Tingkat I beserta
beberapa contoh dari masing-masing prasarana
yang dibangun, laporan visuil (foto berukuran
kartu pos).

4. Masing-masing laporan sehubungan Bantuan Desa

ini, supaya disesuaikan dengan Instruksi Menteri
Dalam Negeri No. 15 tahun 1974.

"KETENTUAN PENGALOKASIAN”

Pengalokasian dan penggunaan bantuan Pembangun-
an Desa/Nagari tahun 1975/1976 sejumlah Rp.
307.000.000,— (tuga ratus tujuh juta rupiah) di-
gunakan untuk :

1

. Bantuan langsung kepada Nagari/Resort 543

Nagari a’Rp. 300.000,— dengan jumlah Rp. 162.
900.000 (seratus enam puluh dua juta sembilan
ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan menurut
ketentuan-ketentuan dalam surat Keputusan ini
(daftar jumlah Nagari/Resort administratif ma-
sing-masing Kabupaten/Kotamadya terlampir).

. Bantuan Nagari/Resort administratif yang sisanya

sebesar Rp. 144.100.000,— (seratus empat puluh
empat juta seratus ribu rupiah) akan ditentukan
lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Sumatera Barat.

. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di-

tetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan
dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mesti-
nya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan serta kekhilafan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN : Dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (3 x)
a. Sekretaris Jenderal
b. Inspektur Jenderal
c. Direktur Jenderal Pembangunan Desa.
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Menteri Keuangan (3 x)

a. Direktorat Jenderal Anggaran

b. Direktorat Jenderal Moneter

c. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

3. Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas (3 x)
4. Direksi Bank Rakyat Indonesia Jakarta (3 x)
S. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Daerah Sumatera Barat dan
Riau (3 x)
6. Inspektorat Daerah Tingkat I Sumatera Barat (2 x)
7. Ketua Bappeda Tingkat I Sumatera Barat (2 x)
8. Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat I se Sumatera
Barat (2 x)
9. Kepala Sub. Direktorat Pembangunan Desa Tingkat II se Suma-
tera Barat (2 x)
10. Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Sumatera Barat (2 x)
Sesuai dengan aslinya GUBERNUR KEPALA DAERAH
Sekretaris Wilayah/Daerah TINGKAT I SUMATERA BARAT,
Cap. dto. ttd.
( MAHYUDI ALGAMAR) (HARUN ZAIN)
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Daftar : Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat
tanggal 28 Juli 1975 No. 010/SK/PMD/GSB/1975.
Daftar : Jumlah Nagari/Resort Administratif tiap Kabupaten/Kotamadya dalam Daerah
Tingkat I Sumatera Barat.
Kabupaten/ Nagari/Resort
No. Abupdtel) Administratif yang Jumlah (R
p.) Ket an
Kotamadya dapat Bantuan s
Langsung

1 Kab. Agam 73 21.900.000,— Masing-masing nagari/re-

2. Kab. 50 Kota 70 21.000.000,— sort administratif

3. Kab. Pasaman 49 14.700.000,— 300.000,— (tiga ratus

4. | Kab. Tanah Datar 75 22.500.000,— bu rupiah).

3 Kab. Solok 82 24.600.000,—

6. Kab. Sawahlunto/Sjj. 58 17.400.000,—

7. | Kab. Padang Pariaman 65 19.500.000,—

8. Kab. Pesisir Selatan 36 10.800.000,—

9. Kodya Padang 13 3.900.000,—

10. Kodya Bukittinggi 5 1.500.000,—
11.,| Kodya Padang Panjang 4 1.200.000,—

12. | Kodya Sawahlunto 5 1.500.000,—

13. Kodya Payakumbuh 7 2.100.000,-

14. Kodya Solok 1 300.000,—

Seratus enampuluh
Jumlah 543 162.900.000,— dua juta sembilan ratus
ribu rupiah.
Sesuai dengan aslinya GUBERNUR KEPALA DAERAH

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap. dto

(MAYUDI ALGAMAR)

TINGKAT I SUMATERA BARAT

ttd.
(HARUN ZAIN)




SALINAN

PENJELASAN

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat
No. 010/SK/GSB/75 tanggal 28 Juli 1975

Guna untuk keseragaman penggunaan bantuan Pembangunan
Desa di Nagari-nagari dan menjaga jangan ada kesimpang siuran
dalam pemakaian istilah prasarana yang dibangun perlu mempedo-
mani sebagai berikut :

I. 1. Irigasi

— bendungan (dam) desa/bangunan pengambilan.
— waduk lapangan

— gorong-gorong

— bangunan pembagi

— saluran irigasi

— pompa air

— talang air

— siphon

— sekat ukur

— stordam (bangunan terjun)
— turap kayu

— bangunan irigasi lainnya.

2. a. Pengawetan tanah dan pengendalian anak air
— penghijauan
— terasering
— usaha-usaha pencegahan banjir (misalnya pembuatan
tangggul)

b. Ketenagaan
— kelistrikan
— kincir air (untuk kelistrikan desa, menggerak penggiling-
an padi, penggerak penggilingan tebu.

II. Prasarana Perhubungan Desa, meliputi :
— jembatan
— jalan desa
— perahu, motor air
— pelabuhan desa/dermaga.
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IV.

Prasarana Pemasaran Desa, meliputi :

1. Pasar umum : pasar hewan — pembuatan areal/lapangan.
2. Fasilitas pasar : los pasar — kios pasar — gudang pasar.
3. Fasilitas lain : lumbung desa — gudang desa.

Prasarana Sosial Desa, meliputi :

— balai desa

— tempat ibadah (mesjid, surau/langgar/mushalla, gereja dan
sebagainya)

— tempat permandian umum

— balai pengobatan

— air minum umum, tempat/sumbernya

— kakus/W.C. umum

— perluasan/penggerakan, pemugaran rumah sehat desa
— taman kanak-kanak
— pos hansip

Perlu ditegaskan dalam pelaksanaan bantuan pembangunan desa

tahun 1975/1976, di samping mempedomani Instruksi Menteri
Dalam Negeri No. 15 tahun 1974, juga diwajibkan mempedomani
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 1975.
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A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I
SUMATERA BARAT
KEPALA DIREKTORAT PMD
cap. dto.

(DRS. ASHARI)



SALINAN
LAMPIRAN IB

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

SUMATERA BARAT
NO. : 43/SK/PMD/GSB/1976

TENTANG :

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGALOKASIAN INPRES
BANTUAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 1976/1977,
BAGI KABUPATEN/KOTAMADYA DATI 11
DALAM WILAYAH PROPINSI DATI I SUMATERA BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Inpres Bantuan

Pembangunan Desa tahun 1976/1977, berdasarkan
Keputusan Bersama Menteri Dalam negeri, Men-
teri Keuangan dan Menteri Negara Ekuin/Ketua
Bappenas No. 58 tahun 1976, No. Kep.363/NK/
1/3/1976, No. Kep.909/Ket/3/1976 tanggal 31
Maret 1976 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri
No. 12 tahun 1976 tanggal 1 juni 1976, untuk
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat di-
tetapkan Inpres Bantuan Pembangunan Desa
sebesar Rp. 667.650.000,—

. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Inpres Bantuan

Pembangunan Desa sebesar dimaksud sub (a)
di atas, perlu ditetapkan pengalokasiannya bagi
tiap-tiap Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
dalam wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

. Bahwa alokasi Inpres Bantuan Pembangunan Desa

dimaksud pada sub (b) di atas perlu diatur dalam
suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Sumatera Barat.
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Mengingat

Memperhatikan
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1.

. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan

Inpres Bantuan Pembangunan Desa dalam Propinsi
Daerah Tk. I Sumatera Barat perlu juga dikeluar-
kan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini
(lihat lampiran II).

. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5

tahun 1976 tentang Inpres Bantuan Pembangunan
Desa.

. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Keuangan dan Menteri Negara Ekuin/Ketua
Bappenas No. 58 tahun 1976, No. Kep.363/MK/
1/3/1976, No. Kep. 909/Ket/3/1976 tanggal 31
Maret 1976 tentang pedoman Pelaksanaan Inpres
Bantuan Pembangunan Desa tahun 1976/1977

. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun

1976, tentang petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantu-
an Pembangunan Desa tahun 1976/1977.

. Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah;

. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting-

kat I Sumatera Barat No. 155/GBS/1974, tanggal 2
Desember 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah-
an Nagari dalam Propinsi Daerah Tingkat I
Sumatera Barat.

Surat Menteri Dalam Negeri No. Pem.2/3/35 tang-
gal 8 September 1976, tentang penetapan jumlah
nominatif Desa untuk tahun anggaran 1976/1977
dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat.

. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera

Barat No. D.3729/S.Ren/PMD/XI-1976, tanggal 13
Nopember 1976 tentang plapond jumlah Jorong
setingkat Desa untuk tiap-tiap Kabupaten/Kota-
madya Daerah Tingkat II se Sumatera Barat.



Pertama

Kedua

MEMUTUSKAN:

Alokasi Inpres Bantuan Pembangunan Desa tahun
anggaran 1976/1977 untuk Desa-desa dalam daerah
Tk. I di Sumatera Barat disediakan sebesar Rp.
667.650.000,— (enam ratus enam puluh tujuh juta
enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari :

a. Bantuan untuk tiap-tiap Jorong/Kampung seting-
kat Desa a’Rp. 300.000,— = 2172 x Rp. 300.000,—
= Rp. 651.600.000,— (enam ratus lima puluh
satu juta enamratus ribu rupiah).

b. Bantuan bagi pemenang Lomba desa Tingkat I dan
Tingkat II se Sumatera Barat disediakan sebesar
Rp. 16.050.000,— (enam belas juta lima puluh
ribu rupiah) dan masing-masing pemenang diberi-
kan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tk. I Sumatera Barat No. 008/SK/PMD/

GSB/1976, tanggal 27 April 1976.

c. Besar bantuan sebagaimana dimaksud point a dan
b -di atas untuk masing-masing Kabupaten/Kota-
madya sesuai menurut lampiran (I) surat Kepu-
tus ini juga.

Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini
yang bertalian dengan penyelenggaraan Inpres Bantu-
an Pembangunan Desa tahun 1976/1977, agar mem-
pedomani ketentuan-ketentuan sebagaimana dimak-
sud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia
No. 5 tahun 1976, tentang Bantuan Pembangunan
Desa, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,
Menteri Keuangan dan Menteri Ekuin/Ketua Bappe-
nas No. 58 tahun 1976, No. Kep. 363/MK/1/3/1976,
No. Kep.909/Ket/3/1976 tanggal 31 Maret 1976,
tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangun-
an Desa tahun 1976/1977, Instruksi Menteri Dalam
Negeri No. 12 tahun 1976 tanggal 1 Juni 1976
tentang petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan
Desa.
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Ketiga . Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan pembetulan seperlunya.

Keempat : Keputusan ini berlaku untuk tahun Anggaran 1976/

1977 mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang.
Pada tanggal 14 Desember 1976.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
Sumatera BARAT

Cap. dto

(HARUN ZAIN)
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Keputusan ini disampaikan kepada :

1.

Para Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Su-
matera Barat.

2. Pimpinan BRI Daerah Sumatera Barat dan Riau di Padang.
3. Pimpinan BRI Cabang se Sumatera Barat.
Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri (3 x)
a. Sekretaris Jenderal di Jakarta
b. Inspektur Jenderal di Jakarta
c. Direktur Jenderal Pembangunan Desa di Jakarta.

2. Menteri Keuangan (3 x) :
a. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta
b. Direktur Jenderal Moneter di Jakarta.
c. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.

3. Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas di Jakarta.

4. Direksi Bank Rakyat Indonesia di Jakarta.

5. Kepala Direktorat Pembangunan - Masyarakat Desa Propinsi
Daerah Tingkat | Sumatera Barat.

6. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tk. I Sumatera Barat, di
Padang.

7. Kepala Direktorat Pembangunan Propinsi Daerah Tk. I
Sumatera Barat, di Padang.

8. Inspektur Daerah Propinsi Daerah Tk. I Sumatera Barat di
Padang.

9. Para Kepala Sub Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Sumatera Barat.

10. Para Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Sumatera Barat.

11.

Para Wali Nagari/Resort/Kepala Kampung se Sumatera Barat.
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
No. : 43/SK/PMD/GSB/1976 TANGGAL 14 DESEMBER 1976
tentang
KETENTUAN PELAKSANAAN PENGALOKASIAN INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN
DESA TAHUN 1976/1977, BAGI KABUPATEN/KOTAMADY A DATI. I
DALAM WILAYAH PROPINSI DATI. I SUMATERA BARAT

Jumlah Jumlah Desa dan Jumlah Bantuan yang Ditetapkan
Kabupaten/ Jumlah Jumlah r:sm lz::/. Bantuan khu-
No Kotamady Penduduk | K t-| (Nagari/ | pung | Bantuan Rp. | Bantuan| sus Desa Peme- | Jumlah Bantu- | Keterangan
‘| Daerang Tingkat (jiwa) an Resort |(Jorong/ | 300.000,— un- | Keserasi-| nang Lomba | an seluruhnya
I Korong | tuk jorong an Desa (Rp. )
yang di R.K. (Rp. )
beri ban
tuan (Rp.) (Rp. ) (Rp. )
1.| Kab. Agam 371.771 10 73 258 77.400.000,— - 1.050.000,— | 78.450.000,—
2.| Kab. 50 Kota 250.508 7 70 218 65.400.000,— - 1.050.000,— | 66.450.000,—
3.| Kab. Pasaman 316.334 1 49 238 71.400.000,— - 1.050.000,— | 72.450.000,—
4.| Kab. Tanah Datar | 305.985 10 75 218 65.400.000,— - 1.550.000,— | 66.950.000,—
5.| Kab. Solok 322.359 12 82 318 95.400.000,— - 1.050.000,— [ 96.450.000,—
6.| Kab. Sawahlun-
to/Sjj. 180.098 9 58 179 53.700.000,— - 1.500.000,— | 55.200.000,—
7.| Pd. Pariaman 611.328 15 65 368 |110.400.000,— - 1.050.000,— | 111.450.000,— | Untuk kepu-
8. | Pss. Selatan 285.704 7 36 218 65.400.000,— - 1.450.000,— | 66.850.000,— |lauan Menta-
9.| Kodya Padang 221.843 3 13 80 | 24.000.000,— - 1.050.000,— | 25.050.000,— | Wai, satu Na-
10. | Kodya Bukittinggi | 62.590 - 5 20 | 6.000.000,— - 1.050.000,— |  7.050.000,— |gari  diberi
11.| Kodya Padang 31.632 - 4 14 4.200.000,—| - 1.050.000,— |  5.250.000,— | bantuan 10
12.| Kodya Sawah- Jorong/Kam-
lunto 12.729 - -] 12 3.600.000,— - 1.050.000,— 4.650.000,— | pung.
13. | Kodya Solok 27.172 - 1 13 3.900.000,— - 1.050.000,— 4.950.000,—
14. | Kodya Payakum-
buh 71.003 - 7 18 5.400.000,— - 1.050.000,— 6.450.000,—
Jumlah 3.071.056 80 543 21.72 |651.600.000,- - 16.050.000,— | 667.650.000,—

GUBERNUR KEPALA DAERAH | SUMATERA BARAT

Cap. dto.
(HARUN ZAIN)




LAMPIRAN 1I :

PENJELASAN DARI SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT NO. 43/SK/PMD/GSB/1976
TANGGAL 14 DESEMBER 1976 TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN INPRES BANTUAN
PEMBANGUNAN DESA TAHUN 1976/1977.

I.  KETENTUAN UMUM

1. Inpres Bantuan Pembangunan Desa dialokasikan pada Jorong
/Korong serta RK (selanjutnya kita sebut dengan istilah
Desa/Kampung).

2. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II diberi
wewenang untuk menetapkan Jorong/Korong serta RK
setingkat Desa yang akan diberi Inpres Bantuan Pembangun-
an Desa dalam daerahnya tahun anggaran 1976/1977.

3. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II selanjut-
nya membuat surat keputusan pengalokasian Inpres Bantuan
Pembangunan Desa, jumlah Jorong/Korong serta RK yang
akan memperoleh bantuan untuk tiap-tiap Kecamatan dalam
wilayahnya.

4. Bantuan Rp. 300.000,— diberikan pada Jorong/Korong
serta RK dimaksud guna mendorong dan menggerakkan
usaha-usaha gotong royong masyarakat desa yang diberikan
langsung berupa uang tunai kepada Wali Nagari, Kepala
Resort dan Kepala Kampung, yang digunakan untuk penga-
daan bahan-bahan yang tidak tersedia di Desa dan diarahkan
untuk prasarana :

— Prasarana Produksi

— Prasarana Perhubungan
— Prasarana Pemasaran

— Prasarana Sosial.

5. Bantuan Rp. 300.000,— tidak dibenarkan digunakan untuk:
a. Modal usaha, dipinjamkan atau didepositokan
b. Pembeli alat-alat kantor (biaya administrasi)

c. Diborongkan dalam pelaksanaannya
d. Pengeluaran untuk upah dalam pelaksanaan phisik proyek.
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II.
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6. Bagi proyek-proyek yang sudah selesai phisik proyeknya, agar

diberi papan nama dengan mencantumkan :

a. Inpres Bantuan Pembangunan Desa tahun 1976/1977
b. Jumlah bantuan Pemerintah Pusat

c. Jumlah bantuan Swadaya Masyarakat

d. Jumlah bantuan Pemerintah Daerah

KETENTUAN PERENCANAAN

1.

Bahwa Bantuan Pembangunan Desa diserahkan pada Desa se-
telah usulan rencana Proyek disahkan oleh Bupati/Walikota-
madya Kepala Daerah Tingkat II dan usulan rencana tersebut
tidak boleh dirobah lagi, kecuali ada persetujuan dari Kepala
Daerah dengan membuat Berita Acara pengalihan proyek,
yang disahkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II yang bersangkutan dan disampaikan pada Guber-
nur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat cq. Direktorat
PMD.

. Bagi Jorong/Korong dan RK penerima Inpres Bantuan Pem-

bangunan Desa, diwajibkan membuat rencana usulan Proyek,
sementara LSD Jorong yang bersangkutan. belum dibentuk
maka pengusulan rencana dilakukan oleh LSD Nagari/
resort dan Kampung yang bersangkutan, kemudian diajukan
pada Kerapatan Nagari (KN) untuk disetujui.

. Apabila usulan rencana proyek sudah mendapat persetujuan

dari KN, maka Wali Nagari, Kepala Resort dan Kepala Kam-
pung beserta Ketua LSD menandatangani dan membubuhi
cap stempel LSD. guna disampaikan kepada Bupati/Walikota-
madya Kepala Daerah Tingkat 11, melalui Camat untuk disah-
kan.

. Camat terlebih dahulu meneliti/mengolah usulan rencana

proyek yang diajukan Wali Nagari, Kepala Resort dan Kepala
Kampung dalam form (Ds/1), kemudian diteruskan pada
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam
Model (Ds/2), untik mendapatkan pengesahan.

. Sebelum disahkan usulan rencana proyek yang diusulkan

Wali Nagari, Kepala Resort dan kepala Kampung melalui
Camat, maka Bupati/Walikotamadya kepala Daerah Tk.II



cq. Kepala Sub Direktorat PMD terlebih dahulu berkonsultasi
dengan unit Perencanaan Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II, guna menjamin keserasian dengan Pembangunan
Daerah dan Pembangunan Nasional.

6. Penggunaan Inpres bantuan Khusus bagi Pemenang Perlomba-
an Desa baik Tingkat I maupun pemenang Tingkat II dilaku-
kan atas dasar rencana usulan Proyek, disetujui oleh Bupati/
Walikotamadya Kepala Daerah usulan Proyek, disetujui
oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II cq.
Kepala Sub Direktorat PMD guna disampaikan pada
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat c.q.
Kepala Direktorat Pembangunan maryatakat Desa untuk
disahkan.

7. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il menyampai-
kan usulan rencana proyek yang telah disahkan dalam
model form (Ds/3 dan Ds/3a) masing-masing rangkap 3 (tiga)

kepada :
a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat c.q.
Kepala Direktorat PMD.

b. Pimpinan BRI Daerah Sumatera Sumatera Barat dan
vRiau serta BRI Cabang setempat.

c. Badan perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat 1
Sumatera Barat.

d. Direktorat Pembangunan Kantor Gubernur KDH Tingkat I
Sumatera Barat.

e. Inspektur Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

f. Camat Kepala Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

III. KETENTUAN PENYALURAN

1. Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang setempat me-
lakukan pembayaran uang bantuan Rp. 300.000,— langsung
pada Wali Nagari, Kepala Resort dan Kepala Kampung, ber-
dasarkan kepada usulan rencana Proyek yang sudah - disyah-
kan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
dengan mengajukan daftar permintaan uang Bantuan Desa
(model E), yang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan
dari Camat dan Kepala Sub Direktorat PMD Kabupaten/Ko-
tamadya a.n. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat
‘Il yang bersangkutan.
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2. Bantuan khusus pemenang Perlombaan Desa sebesar Rp.

16.050.000,— (enambelas juta limapuluh ribu rupiah), dipin-
dahkan pada Rekening Direktorat PMD Propinsi Daerah Ting-
kat I Sumatera Barat, untuk diserahkan pada pemenang-
pemenang Daerah Tingkat I maupun untuk Daerah Tingkat
II, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Sumatera Barat No.: 008/SK/PMD/GSB/1976 tang-
gal 27 April 1976.

. Setelah Wali Nagari, Kepala Resort dan Kepala Kampung

mengambil Inpres Bantuan Pembangunan Desa dari BRI
Cabang, Camat diwajibkan membuat laporan pengeluaran
setiap bulan pada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II cq. Kepala Sub Direktorat PMD dan seterusnya
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II menyampai-
kan laporan penyaluran uang ke Desa setiap bulannya kepada
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat cq. Kepa-
la Direktorat PMD dalam suatu daftar form (Ds/8), paling
lambat tanggal 10 tiap bulan.

. Camat, Wali Nagari, Kepala Resort dan Kepala Kampung

yang menerima Inpres Bantuan Pembangunan Desa dalam
daerahnya diwajibkan membuat dan memasukkannya ke
dalam :

a. Buku Kas B.9.

b. Buku Kas Pembantu.

c. Membuat Buku Swadaya Masyarakat

guna lebih memudahkan melakukan kontrol dalam pemerik-
saan bagi yang berwenang.

. Selambat-lambatnya 5 hari sesudah uang Inpres Bantuan

Pembangunan Desa diterima Wali Nagari, Kepala Resort dan
Kepala Kampung sebagai pimpinan Proyek, maka Kepala
Jorong/Korong, Ketua RK dan anggota Seksi Pembangunan
LSD, segera melaksanakan phisik proyek.

. Setiap jenis phisik proyek dilaksanakan, pimpinan proyek di-

wajibkan membuat rencana kerja waktu pelaksanaan phisik
proyek secara bertahap, sehingga proyek dapat selesai sesuai
jadwal waktu yang telah ditetapkan dan rencana kerja ini agar
disampaikan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah



Tingkat II cq. Kepala Sub Direktorat PMD jika ternyata
dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana yang sudah
ditetapkan, maka Kepala Daerah Tingkat II, dapat mengambil
tindakan pengamanan.

IV. KETENTUAN PERTANGGUNGAN JAWAB.

1.

Bupati/Walikotamadya cq. Kepala Sub Direktorat PMD dan
Camat memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk-
petunjuk kepala Wali Nagari, Kepala Resort, Kepala Kam-
pung bawahannya dalam rangka perencanaan dan pelaksana-
an program Inpres Bantuan Pembangunan Desa sesuai dengan
Surat Keputusan ini dan pedoman Instruksi Menteri Dalam
Negeri No. 12 tahun 1976.

. Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II cq. Kepala

Sub Direktorat PMD dan Camat mengkoordinir serta mem bi-
na secara langsung kegiatan-kegiatan dalam hal persiapan
perencanaan dan pelaksanaan phisik proyek, sekaligus usaha-
usaha Swadaya gotong royong masyarakat Nagari, Kampung
bawahannya dengan menggerakkan LSD sebagai wadah parti-
sipasi masyarakat.

. Wali Nagari, Kepala Resort dan Kepala Kampung yang me-

nerima bantuan Pembangunan Desa bertanggungjawab atas:

a. Kelancaran pelaksanaan phisik Proyek prasarana Desa
dalam rangka Inpres Bantuan Pembangunan Desa serta
menggerakkan usaha-usaha swadaya gotong royong masya-
rakat Desanya. :

b. Mengadakan pengembangan dan pemeliharaan secara terus
menerus terhadap proyek-proyek prasarana Desa yang
telah dibangun dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat desanya.

c. Menyampaikan laporan selambat-lambatnya tanggal 10
tiap-tiap bulan melalui Camat kepada Bupati/Walikota-
madya Kepala Daerah Tingkat II cq. Kepala Sub Direk-
torat PMD untk diteruskan kepada Gubernur Kepala Dae-
rah Tingkat I Sumatera Barat masing-masing rangkap 4 :
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. Laporan phisik, Keuangan dan S.P.J.

. Laporan penyaluran uang bantuan oleh BRI ke Desa.

. Laporan Verbal.

. Laporan berkala (bulanan dan triwulan).

. Laporan tutup tahun pelaksanaan Inpres Bantuan Pem-

bangunan Desa diusahakan tanggal 31 Maret 1977.

. Laporan Visuail/Photo berukuran postcard dari masing-

masing golongan prasarana.

. Laporan berita acara penyelesaian phisik proyek.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1
SUMATERA BARAT

cap. dto.

(HARUN ZAIN)
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